




A. Kesimpulan  
Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang 
mengalami kerugian dalam penggunaan internet banking yang disebabkan 
oleh intervensi pihak lain terdapat dalam UUPK, UU ITE, dan Peraturan 
Bank Indonesia. UUPK hanya memberikan pengaturan secara umum 
tentang kerugian yang timbul karena pihak penyedia jasa tetapi tidak 
secara khusus memberikan pengaturan apabila kerugian yang dialami 
nasabah disebabkan oleh pihak ketiga. UU ITE mengatur apabila kerugian 
yang dialami nasabah disebabkan pihak bank dan pihak ketiga, namun UU 
ITE tidak mengatur lebih lanjut mengenai sanksi apabila bank tidak  
melaksanakan kewajibannya. PBI nomor 16/1/PBI/2014 mendukung 
aturan sebelumnya apabila tanggungjawab pelaku usaha selaku bank dan 
penyelenggara sistem elektronik tidak dilaksakan, maka bank akan dikenai 
sanksi administratif. Pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah 
yang mengalami kerugian dalam penggunaan internet banking yang 
disebabkan oleh intervensi pihak lain tidak memberikan perlindungan 
terhadap nasabah. 
B. Saran 
Belum adanya perlindungan secara pasti melalui sebuah peraturan 
yang dibuat oleh pemerintah terhadap nasabah yang mengalami kerugian 





dari pihak intervensi maka diharapkan pemerintah dapat membuat 
peraturan khusus mengenai internet banking, tidak hanya sebatas 
mengenai pihak intervensi akan tetapi mengatur internet banking secara 
keseluruhan sehingga nasabah mendapat perlindungan secara utuh baik 
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